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KEBIJAKAN (IKK)



PERTANYAAN UTAMA/PENTING

1) MENGAPA KUALITAS KEBIJAKAN PENTING-

2) BAGAIMANA PENERAPAN IKK DIKAITKAN
DENGAN EBP-»



Mengapa Kebijakan yang Baik Penting?

Negara yang berhasil dan
menang adalah negara yang
membangun kebijakan unggul.
Kebijakan publik menentukan
keberhasilan sebuah negara,
apapun ideologi dan politiknya”.

Mengapa kebijakan publik
penting? Kebijakan publik yang
gagal, membawa negara dalam

krisis.”

Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan Doktor
Kehormatan dari ITB,
25 November 2019



Tantangan Indonesia dim Indeks Global

WORLD

ECONOMIC

FORUM
N’

Global Competitiveness
Index - Special Edition 2020

Indikator ‘Public Institutions’

Rank 18

(Skor 58,8)
dari 37 Negara

Area Perbaikan:

* Pen an,;
ebijakan dan regulasi bervis
ka panjang;
* Inisiasi framework untuk
transformasi digital.

Global Talent
Competitiveness Index
2020

Rank 65

(Skor41,8)
dari 132 Negara

Area Perbaikan:

» Keterampilan dan pengetahuan
global (global knowledge);

« Keterampilan profesional
(professional skill);

« Kualitas riset dan inovasi.

@ THE WORLD BANK

Government
Effectiveness Index
2019

Rank 73

(Skor60,1)
dari 193 Negara

Area Perbaikan:

» Kualita publik;
Kualitas pelayanan dan
perumusan kebijakan publik;
edibilitas pemerinta d
implementasi kebijakan publlk




Beragam Masalah dalam Kebijakan

Konflik Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata
bertentangan dengan peraturan lainnya
Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak KEBIJAKAN
konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan YANG
beserta turunannya BERBASIS

Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang BUKTI
diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan
bahasa serta sistematika yang tidak jelas.

(masih kurang)

Tidak
operasional

Sumber: Bappenas (2015)



PENERAPAN EVIDENCE-BASED POLICY MANING &
RAITANNYA DENGAN INDEKS KUALITAS REBIIAAN




Prolog: Sejarah EBP [] Save slide .

* Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang handal adalah
instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas. lImu
sosial (ekonomi, sosiologi, politik, psikologi dll) berkembang pesat
dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi
kebijakan.

L

* Namun, hasilnya masih belum optimal karena penelitian sosial yang
tidak memadai, serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang
buruk dari lembaga pemerintah. Iltulah sebabnya, penggunaan data
kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai
sarana untuk memberikan bukti (evidence) yang lebih tepat dan
andal bagi para pembuat keputusan.




Karakteristik Evidence yang Baik

SUFFICIENT TIME X " TRANSPARENCY
Good Data | | Independence

ROBUST
METHODOLOGY

Research Capacity.

0000000 .

“Essential ingredients” of evidence

Sumber: Banks, 2009

Court et.al.
(2006: 33)

Availability,
Accuracy,
Objectivity,
Credibility,
Generalizability,
Relevance.



Urgensi Kebijakan Berbasis Bukti

Kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk mencegah kegagalan
kebijakan (policy failures) dan munculnya konsekuensi yang tidak
diinginkan, yang biasanya terjadi karena 2 hal:

ANALISIS YANG TIDAK
AKURAT

ANALISIS YANG TIDAK
SELESAI (TIDAK
sammmmms DILAKUKAN)




Unintended Consequences of Policy

Kajian kebijakan diperlukan untuk Pada tahun 1989, Pemda Mexico City
menghindari atau meminimalisir “dampak menerapkan kebijakan pengendalian
tak termaksud” atau konsekuensi yang polusi udara dengan melarang para
tidak direncanakan (konsep ini salah pengemudi mengendarai satu hari
satunya diperkenalkan oleh Robet K. kerja/minggu. Pelanggarnya dikenakan
Morten dalam tulisannya berjudul The denda besar.
g:gglt'zgqgs;j Consequences of Purposive Ternyata, banyak orang membeli mobil
sl yang lain — pada umumnya mobil bekas
st Eonomi Joumal (202147206-26 dengan emisi tinggi — hanya untuk
s e hindari dari pelanggaran terhada
ORIGINAL ARTICLE meng : P g g p
k) kebijakan tsb.
::,Tfr;:itnie:: eCsc;nsequences: Ambiguity Neglect and Policy Dalam hal ’.m.’ kepu tusan pengemu di
| 2 untuk menambah mobil justru
LRSI Themas e menimbulkan eksternalitas negatif
Publhed onfne: 1 Febrry 2021 berupa polusi udara yang semakin parah.

© EEA 2021




Idealita vs Realita Penyusunan Kebijakan

Idealita b 4 Realita
Policy making is based on Policy making is based on:
EVIDENCE » [ntuition
= Common sense
= Experience
EVIDENCE- * |deology
BASED = Public opinion

Political interests that can swing from
one end of the spectrum to the other
for the sake of rent seeking.

POLICYMAKING




Relasi Policy Analyst - Policy Maker

Policy
Analysts

o Keengganan pengambil kebijakan
menggunakan hasil penelitian kebijakan;

o Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki

kapasitas dan idealisme melakukan
reformasi kebijakan;

o Kedekatan dengan birokrasi akan
mendistorsi idealisme & visi jangka
panjang darl kerja akademis.

Fvidence-

{rrrrrrrr
based policy

O

O

Policy
Makers

Peneliti kebijakan tidak mengerti detil
persoalan di lapangan, serta gagal
menangkap komplikasi realitas politik
mikro & prosedur administrasi yang
renik;

Hasil kajian para peneliti kebijakan
terlalu akademis, normatif, dan
abstrak.

Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek, Jakarta: LP3ES




The policy process in context Be!ﬁ,'ft'};ﬁﬁ #bmaerl‘gzgm

Lool Adapti relaboeand

= « What are the dasired policy cutcomes?
?:9?'?"’&:' ey > Weich e the most eflecive cuputs fx achisweg Saya ingin mengakhiri
: m""" gm,'“m/?m v orlorstes Ao g mengambil kebijakan yang
resolved . N
- I8 8 cross-outting approach berwarna ldeOIOgl.
« What are the needs &

gl Kebijakan publik dibawah

infiuence / affect? pemerintahan saya haruslah

Vot s 10 e e B PO, yang problem solving. la

- How should work be organised? avadabie. rewvant harus evidence-based
« How should frontdine staff be and useful? N %
invoived? ; policy. la harus kebijakan

corporats s nrvenk yang berdasar pada bukti,
whowac? —/ oprotiem - What ' the Inpact on ' pada data, dan pada riset.
POLICY other existing and g '
j ' z ceveloping policies . ‘ ini i
WIDER PUBLIC ' POLITICAL ! QROANIS- Tasnosicesss  Oovioohs . e re s cost Saya meyakini, kebijakan
CONTEXT CONTEXT | [ \rer © x** / i vl : publik akan lebih melayani
"\| Process 4 kepentingan masyarakat

« Whet needs ko offoct. . jika ia bersandar pada

o oy . prosedur ilmiah, bukan
becomes self- . . . »
WBNG? et e ane giringan ideologi.

staff is needed? = What is the impact of

s Coual cpparuntes Tony Blair (PM Inggris,

business, women

environment etc... 2 Mei 1997 — 27 Juni 2007)

* Who needs 1o be told what,

when and how?
- How can stakeholders be

prdm e ey Sumber: UK Cabinet Office, 1999, Professional
> Vit st e quick wine? policy making for the twenty first century.

- London.

SMPT - 02 July 1909 « How can diffarent soiutions be tested?




Gap Between Knowledge & Policy S\ []
dan Urgensi EBP | ;do‘_\(,‘ N

0w
X \3
Knowledge : | " \Y
(Research) Policy | ‘/A co™?

o Keengganan pengambil kebijakan o Peneliti kebijakan tidak mengerti detit
menggunakan hasil penelitian persoalan di lapangan, serta gagal
kebijakan; E BP menangkap komplikasi realitas politik
o Pelaku kebijakan tidak cukup mikro & prosedur administrasi yang renik;

memiliki kapasitas dan idealisme o Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu
melakukan reformasi kebijakan; akademis, normatif, dan abstrak.



EBP sebagai Esensi Policy Analysis [d

Kebijakan
publik yang
berkualitas

» Kejelasan teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir,
untuk memberi arah dan orientasi terhadap analisis
dan pertanyaan penelitian.

* Model disusun untuk menguji, mengoreksi, dan
memperbaiki sebuah teori (dan kerangka pikir).

* Maknanya, sebuah kebijakan yang baik tidak mungkin
bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang kuat.

{erangka e
> — Model

Dikir

Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari
dangkalnya aspek teoretis yang digunakan dalam Namun, teori saja sangat tidak cukup. la harus

analisis kebijakan publik direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar dapat

Sumber: Fadillah Putra & Anwar Sanusi (2019) bekerja (workability).



EBP: Mengubah Interaksi Pengetahuan-Kebijakan [i

Power speaks

to truth

(Alison Shaw, 2005)

\ 4

Truth speaks
to power

(Price, 1965)

"You are completely free to carry out whatever research
you want, so long as you come to these conclusions.”



EBP KETERKAITANNYA DENGAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)



1. MEMBANGUN KUALITAS KEBIJAKAN

Hasil kajian LAN menjadi bahan
referensi dalam pembuatan bahan ajar
di berbagai lembaga diklat atau di
Diskursus Khazanah A perguruan tinggi, serta menjadi bacaan
LENEEERIERR  bagi birokrat, mahasiswa, maupun
masyarakat umum.

Hasil kajian LAN menjadi
diskusi di berbagai media
dan ruang-ruang publik

Hasil kajian LAN menjadi Keberadaan Analis
menjadi salah satu telaahan § Formulasi SDM Analis / Kebijakan terus diperkuat
akademis untuk issu-issu Kebijakan baik secara kualitas

kebijakan yang sedang maupun kecukupan
dirumuskan oleh pemerintah, formasinya.
dalam bentuk policy paper &

policy brief.

Kebijakan




Epilog

IKK hanyalah instrumen untuk membantu memperbaiki tata kelola atau business proses
pembuatan kebijakan. Faktor yang lebih dominan dalam menentukan kualitas kebijakan
adalah integritas dan komitmen pembuat kebijakan dalam mendedikasikan kebijakan
bagi kemajuan institusi dan negerinya.

IKK bertujuan membiasakan (habituasi) praktik baik dalam perumusan kebijakan publik.

Skor IKK yang rendah pada tahun tertentu, bukan cerita akhir tentang sebuah
instansi/daerah. Pengalaman 2021 harus menjadi lesson learned untuk membuktikan
kualitas kebijakan yang jauh lebih baik pada 2023.

Kualitas kebijakan bukanlah tujuan akhir dari pengukuran IKK. Tujuan utamanya tetap
untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa terhadap bangsa lain, sekaligus
mewujudkan cita-cita nasional dalam UUD 1945.

Keberadaan JF Analis Kebijakan perlu didayagunakan untuk mengawal pelaksanaan IKK
di tingkat instansi, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan secara progresif.



IKK dan Indeks RB

.
v

' > Indeks Reformasi Hukum Indeks Kualitas Kebijakan

IKK sebagai indikator pengukuran capaian Reformasi Birokrasi Nasional pada tataran meso pada sasaran
Birokrasi yang Kapabel, sesuai PermenPAN 25/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
dengan target Persentase kementerian/lembaga/pemda dengan IKK baik sebesar 100% pada tahun 2024

Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024
pada Program/Area Perubahan:

Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

* Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi
lingkup instansi pemerintah (menghilangkan
overlapping peraturan);

* Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;

* Penguatan sistem regulasi nasional lingkup
instansi pemerintah;

* Melakukan perencanaan kebijakan yang
meliputi agenda setting dan formulasi
kebijakan;

* Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan
yang telah disusun

M




“-

Latar Belakang IKK

Kualitas kebijakan masih
kurang baik, tumpang-tindih,
tidak berpihak pada publik,
minim bukti (tidak evidence-
based).

KK

Kegiatan Level Mikro RB 2020-2024
dengan kegiatan: (a) perencanaan

IKK telah diadopsi sebagai salah

satu indeks pengukuran g Pere
capaian RB 2020-2024 oleh kebijakan yang meliputi agenda

Kementerian PAN-RB sesuai setting & formulasi kebijakan; (b)

PermenPAN-RB No. 25/2020 evaluasi kemanfaatan kebijakan
yang telah disusun



EBP & Keterkaitannya dengan IKK [

Policy Output & Policy Options /
Performance Choices

Evidence / Policy . Policy
Appraisal

A

Ex-post — Analysis OF Policy *)

Evidence PELAKSANAAN KEBIJAKAN
A Formulasi Implementasi Evaluasi ——m
IKK ‘[Agenda Settmg} { Kebijakan ] Kebijakan Kebijakan Dilanjutkan

(continuation)

> PERENCANAAN KEBUAKAN > Evidence l

Kinerja
{ Formulasi }
*) Analysis for policy & analysis of policy dalam | M Dihentikan |
prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi) | (termination)

Ex-ante — Analysis FOR Policy *)




Framework |KK

“ PERENCANAAN KEBIJAKAN

Formulasi
Kebijakan

Instrumen IKK
terdiri dari:

Pengukuran agenda
setting kebijakan
terhadap proses

identifikasi
masalah kebijakan,
analisis masalah
kebijakan, dan
partisipasi publik
dalam perumusan
kebijakan.

2 Dimensi
4 Sub Dimensi
13 Indikator

39 Pertanyaan

Pengukuran

formulasi kebijakan

dengan melihat
pada proses
pengambilan
keputusan
kebijakan
berdasarkan
beberapa kriteria
yang terukur.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Implementasi
Kebijakan

Pengukuran
implementasi
kebijakan dengan
berfokus pada
dimensi
pengorganisasian,
komunikasi
kebijakan dan
monitoring
kebijakan.

AEIEN
Kebijakan

Pengukuran
evaluasi kebijakan
dengan melihat
pada efektivitas,
efisiensi, dampak
dan kemanfaatan,
penerimaan dan
responsivitas
kebijakan.




. Berorientasi ke depan

Dimensi IKK . Outward Looking

. Bebasis data
. Inovatif

60 FORMULASI . Compliance
KEBIJAKAN

. Berorientasi ke depan
. Outward Looking

. Berbasis data

. Inovatif

>

AGENDA - lgentifikast Masalan . |dentifikasi dan Validasi Isu
40 . Kajian Terhadap Isu — Isu Aktual ’ B onakingan dan KorEUlkae
SETTING . Konsultasi Publik Terhadap Isu '

Publik terhadap Isu

4 dan Assesment yang Dilakukan
PERENCANAAN

50 KEBIJAKAN

DIMENSI IKK

PELAKSANAAN
> E

KEBIJAKAN

EKSISTING REVISI

n

. Pengorganisasian
. Komunikasi Kebijakan
. Monitoring Kebijakan

. Pengorganisasian
. Komunikasi Kebijakan
. Pelaksanaan Monitoring

4

60 IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN

. Efektivitas . Efektivitas
40 EVALUASI . Efisiensi ’ . Efisiensi
KEBIJAKAN . Dampak . Dampak dan Kemanfaatan

. Kesesuaian nilai . Kesesuaian Nilai



